
5. Undang-Undang

a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran
program yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2018-2023, perlu menyusun
Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;

b. bahwa sesuai Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2018 - 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Uridang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);

3. Und ang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perericanaan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
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12. Peraturan Daerah .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Un dang-Uri dang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tamb ah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Perigelolaan Keuangan Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahuri 2006 Nornor 5 Seri A);

11 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007 Nomor 17);



8. Rencana .

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

6. Rencana Pernbangunan .Iangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sarnpai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

7. Rancangan tekriokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5
(lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan
sepenuhnya menggunakan peridekatan teknokratik sebelum terpilihnya
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Pasal 1

BABI

KETENTUANUMUM

PERATURAN WALIKOTATENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKATDAERAHKOTALUBUKLINGGAUTAHUN2018-
2023

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau Tabun 2009 Nomor 16);

13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ten tang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);

14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4);



(2) Rincian .

(1) Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dany atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH

KOTALUBUKLINGGAU

BABII

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi

12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima)Tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan koridisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran
RPJMD.

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan un tuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

18. Program pernbangurian Daerah adalah program strategis daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan
untuk mencapai sasaran RPJMD.



.N SANI

A DAERAH KOTA LUBUKLlNG(}AU TAHUN 2019 NOMOR fl)

SEKRETARISDAERA.H
KOTALUBUKLINGGAU,

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal IJ April 2019

N~JTR.A SOHE

,WALIKOT

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal Ia.. April 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daer ah Kota Lubuklinggau.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasa! 4

KETENTUAN PENUTUP

BAB III

Penjabaran Renstra Perangkat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

menjadi pedoman Kepala Perarigkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat

Daerah dan digunakan sebagai bahan penyu sunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(2) Rincian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) tersebut tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


